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Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

menyimpulkan : 

1. Bentuk pelanggaran kode etik bagi anggota kepolisian adalah bertutur 

kata kasar dan bemada kemarahan, menyalahi dan atau menyimpang 

dari prosedur tugas, bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat, 

mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan, 

menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat, melakukan 

perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan; 

melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan 

anak -anak dibawah umur dan merendahkan harkat martabat man usia. 

2. Bagi setiap anggota POLRI yang melakukan pelanggaran kode etik 

yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka baginya akan 

diproses terlebih dahulu dalam sidang disiplin dikarenakan adanya 

dead line atau batas waktu pelakasanaan sidang disiplin yakni 

maksimal 30 (tiga puluh) hari seperti dalam Pasal 19 Keputusan 

KAPOLRI Nomor Pol Kep/44/IX/2004. Setelah Pelaksanaan sidang 

disiplin selesai maka akan dilaksanakan sidang di lingkup peradilan 
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umum sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 

2003 tentang PelaksanaanTeknis Institusional Peradilan Umum bagi 

Anggota Kepolisian Republik Indonesia. 

Sebagai rekomendasi penulis dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya 

di bidang hukum, maka penulis menyarankan sebagai berikut : 

1. Hendaknya dalam setiap pembinaan bagi setiap anggota POLRI, lebih 

banyak ditekankan mengenai sikap moral dan perilaku yang sesuai 

dengan kode etik. Hal tersebut dikarenakan kepolisian merupakan 

institusi yang paling dekat dengan masyarakat dimana setiap 

tindakannya akan selalu dinilai langsung oleh masyarakat. 

2. Hendaknya Kepolisian tetap komitmen untuk menegakkan supremasi 

hukum dengan tidak adanya diskriminasi dengan menerapkan prinsip 

siapapun anggota yang bersalah akan diproses sesuai hukum yang 

berlaku dan berdasarkan mekanisme yang ada dimana pihak 

kepolisian tidak akan menutup-nutupi anggotanya yang yang bersalah 

dan publik harus tahu apa adanya atas kasus yang terjadi di tubuh 

kepolisian tersebut. 
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